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KABUPATEN BEKAS|

BUPATI BEKASI

bahwa dengan telah ditelapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Bekasi Momor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat
Daerah  Kabupaten Bekasi, yang dicntaranya  mengatur
kelembagaan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam
Kebakaran ., untuk melaksanakan teknis operasional sebaglan
tugas Dinas, dipandang periu dibentuk Unit Pelaksana Teknis
Dinas Kebarsihan;

bahwa atas dasar pertimbangan sedagaimana dimaksud pada
furuf a di atas, maka Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinasg
ebersinan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemardam
Kebakaran tersebut |, periu ditetapkan dengan Peraturan Bupati,

Undang-Undang Momor 14 Tahun 1850 lentang Pembeniukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jaws
Barat (Berita Negara Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 termtang Pokok-Pokok
Kepegawalan (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
1988 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Bepublik
Indonesia Nomaor 3890);



10.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturen Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indanesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahsn Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten*ang Pemarintahan
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir
dengan Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomar 32 Tahun 2004
terntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomaor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan  Pemerintahan  Antars Permerintah
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Megara Republk Indonesia Tahun
2007 MNomor B2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indanesia Momaor 4737);

Peraturan Pemenintah Nomar 41 Tahun 2007 tentang Organisas
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 4741):

Paraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Feranghkat Daarah:
Peraturan Daerah Kabupalen Bekas! Nomor & Tahun 2008
tartang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran
Dasrah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomaor €},

Peraturan Daerah Kabupatan Bekasi Momor 7 Tahun 2009
tentang Oruanisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor i
Peraturan Bupatl Bekasi Nomor 35 Tahun 2009 lernfang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebarsihan, Pertamanan dan
Pemadam Kebakaran (Berita Daeran Kabupaten Bekasi Tahun
2009 Nomaor 35),




MEMUTUSKAN

Menefapkan © Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebarsihan Pada Dinas
Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Bekasi
BABI
KETENTLAN LIMUM
Fasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi:

2, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi:

3.

4. Dinas adalah Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran

Bupati adalah Bupati Bekasi:

Kabupaten Bekasi:
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan. Pertamanan dan Pemadam
Kebakaran Katupaten Bekasi;

- Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas

Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupatsn Bakasi:

Kepala Unit Kebersihan adaiah Kepala UPTD Kebersihan pada Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan Pemadam Kehakaran Kabupaten Bokasi:

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diber|
'ugas, wewenang dan hak secara penuh alah pejabat yang berwenang untuk
malaksanakan kagiatsn sesua dengan keahlian dan keierampitannya dalam upaya
mendukung kelancaran tugas pokok organisasi;

Keglatan teknis operasicnal adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis ¥ang
secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyaraka;

10. Kegiatan teknis penunjang adalah tugas untuk melalisanakan kegiatan unfuk

mendukung delaksaraan tugas organisasi Induknya,



BAB I
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Taknis Dinas (UPTD) Kebersihan
Kabupaten Bekasi pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Bekasl, yang terdirl dari
4. UPTD Kebersihan Wilayah | meliputl wilayah kera:

1. Kecamatan Tarumajaya

2, Kecamatan Babelan

3. Kecamatan Muara Gembong

4. Kecamatan Cabang Bungin

b.  UPTD Kebersihan Wilayah Il meliput wilayah kerja ;
1. Kecamatan Tambun Selatan
2, Kecamatan Tambun Utara
3. Kecamatan Tambeiang
4. Kecamatan Sukawangi
€.  UPTD Kebersihan Wilayah 11l meliputi wilayah kerja
1. Kecamatan Cibil ung
2. Kecamatan Cikarang Barat
3. Kecamatan Sety
d. UPTD Kebersihan Wilayah IV meliputi wilayah kerja :
1. Kecamatan Cikarang Utara
2. Kecamatan Rarangbahagia
3. Kecamatan Sukatani
4. Kecamatan Sukakarya
8.  UPTD Kebersihan Wilayah VW meliputi wilayah kerja :
1. Kecamatan Cikarang Timur
2, Kecamatan Cikarang Pusat
3. Kecamatan Kedungwaringin
4. Kecamatan Febayuran
I. UPTD Kebersinan Wilayah VI meliputi wilayah kerja ;
1. Kecamatan Cikarang Selatan
£, Kecamatan Serang Baru
3. Kecamatan Cibarusah
4. Kecamatan Bojong Mangu



BAB i
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGS
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

(1} Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan yang selanjutnya dalam Peraturan ini
disebut UPTD Kebersihan merupakan unlt pelaksana leknis pada Dinas
Kebersihan, Peramanan dan Pemadam Kebakaran yang melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang,

(2) UPTD Kebersihan dipimpin oleh seorang kepala UPTD Kabersihan yang
berkedudukan di bawah dan bertangoung jawab kepada Kepala Dinas malalyl
Sekretaris Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Fasal 4

UPTD Kebersihan meEmpunyai tugas pokok melaksarakan sebaglan kegiatan teknis
operasional dan  teknis penunjang Dinas dibidang  kebersihan yang menjadi
kewanangan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabuipatan
Bekasi,

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana pada Pasal 4 Peraturan ini UPTD

Kebarsihan msmﬁuwai fungsd :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibldang kebersihan sesua dengan
ingkup tugasnya:

b. Penyelenggaraan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang Dinas
dibidang kebersihan sesuai dengan lingkup tugasnya:

¢. Pembinaan dan pelaksanaan igas sesual dengan lingkup tugasnya:

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olah Kepala Dinas sesuai dengan fugas dan
fungsinya.




BAB IV
ORGANISAS
Bagian Kesatu

Unsur-unsur  Orpanisasi

Pasal 6

Urganisasi UPTD Kebersihan tardini dari unstr-unsur :

a. Pimpinan adalah Kepala UPTD Kebersihan:

b. Pelaksana Administrasi adalah Sub Bagian Tata Usaha
c. Kelompok Jabatan Fungsional,

Bagian Kadua
Susunan Organisasi
Pasal 7

(1} Organisasi UPTD terdiri dari
a. Kepala UPTD:
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha:
€. Kelompok Jabatan Fungsional

(2} Bagan Struktur Organisasi UPTD Keabersihan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Bagian Tugas Unsur tlrg.anisasr
Paragraf 1
Kepala UPTD
Pasal g

(1) Kepala UPTD Kebersihan mempunyai tugas pokok mermimpin penyelenggaraan
tugas dan Tungs! UPTD sabagaimana tercantum dalam pasal 4 dan & Paraturan
i,

(£} LUraian tugas dari Kepaia UPTD Kebergihan:

4. menogkoordinastkan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan UPTD
Kaebersihan;
mengkoordinasikan panyusunan usulan anggaran UPTD:;
mengusUikan sarana dan prasarana kerja sesual dengan kabutuhan:
melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana |
menyusun prosedur pelaksanaan kerja (Standar Operasional Prosedur/SOP);

oA e
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melaksanakan kabersihan jalan dan ingkungan ;

melaksanakan koordinasl dan kosultasi pengelolaan sampah bagl perumahan,
perkantoran, perickoan dan industri dengan instansi terkait

melaksanakan penyusuran  jadwal  operasional pengangkutan  dan
pembuangan sampah pada lempat yang telab ditetapkan ;

melaksanakan pemeliharaan kebersihan di lokasi pertamanan dalam upaya
menciptakan keindahan dan kesshatan lingkungan |

melaksanakan pembinaan operasional Kebersihan sesuai dengar rencana
kegiatamn;

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan:

membagi tugas kepada bawahan;

- membimbing pelaksanaan tugas kepada bawahan :

memeriksa dan menyempumakan hasil kefjia bawahan:

melakukan pembinaan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPTD:;
menghkaordinasikan pelaksanaan tugas Felompok Jabatan
Fungsional;

merumuskan permasalahan dan updya pemecahannya;

melakukan hubungan kerja sama dengan unit kerja terkait;

membuat laporan hasil peleksanaan tugas:

melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan potunjuk atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyal tugas pokok melaksanakan pengelolaan
sural menyural, urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan
administrasi  kepegawaian, penyusunan rencana dan program kena serta
pelapcran,

Dalam mefaksanakan tugas pokok sebagalmana tersebut pada ayat (1) Pasal ni
Sub Bagian Tata Usaha mampunyai fungsi :

a.
b,
c.
d.
8.
I

pengeiolaan surat menyurat dan kearsipan;

pengelolaan administrasi keuangan;

pengeiolaan adminisirasi perlengkapan dan kerumahtanggaan,
pengelolaan administrasi kepegawalan:

PENyUSUNan rencana dan program kerja serta pelaporan:
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala LIPTD.




{3) Tata Usaha dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayai (1) dan ayat (€}, mempunyai vraian tugas sebagal berikut

(1)

{2)

a.
b

MENYUSUN usulan rencana anggaran UPTD:

mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang
tugasnya;

mempelajan pedoman dan petunjuk teknis serta adminis'rasi di bidang
perencanaan, keuangan, kepegawaian, urusan umuT dan sarana.

d. melaksanakan konsultasi  sesuai lingkup tugasnya;

=
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mengendalikan surat-surat dan konsep naskah dinas di lingkungan UPTD:
menyusun konsep administrasl dan pelaksanazn pembinaan kepegawaian:
melaksanakan palayanan kebutuhan barang UPTD:

memelihara serla mendayagunakan sarana dan prasarana;

melaksanalan pengumpulan, pengolahan data dan kearsipan:

melaksanakan administrasi barang inventaris:

melaksanakan administrasi surat mernyurat ;

menyusun dan menyimpan surat atau barang inventaris ke dalam lampat yang
sudah ditentukan sesuai dengan [enis dan sifatnya; )
menyampaikan informasi kepada pegawai di lingkungan unit kerja UPTD vang
akan mengajukan usulan kenaikan pangkat, cutl. iin / tugas belajar, wali
berkala dan pensiun serta Pegawal tidak tetap;

menyiapkan usulan kenaikan pangkat. cut, ijin / lugas belajar, gaji berkala dan
pensiun serta pegawai tidak tetap:

mambuat laporan absensi harian, mingguan dan bulanan;

menyusun bahan laporan pelaksanaan program dan kegistan UPTD:
melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai parintah atasan:

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Faragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsicnal
Pasal 10

Melompok Jabatan Fungsional terdin  atas Kelompok Jabatan Fungsional
kebersihan serta Jabatan Fungsional lainnya yang diatur bardasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku:

Kedorpok Jabatan Fungsional fmempunyal tugas pokok |
8. malaksanakan penyusunan program kegiatan Kebersihan:
b. melaksanakan kegiatan bidang teknis operasional Kebersihan



(3}  Untuk melaksanakan tugas pokok sebegaimana dimaksud pada ayat (2,

{4)

15

{1

{2

(3}

()

Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Kepala UPTD.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat {3), diaius
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang barlaku.

Jumiah pelaksana jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayal (1),
disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V
TATA KERJA
Paragraf 1
Umum
Pasal 11

Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi UPTD merupakan saly kesatuan
yana tidak dapat dipisahkan, '

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaba dan
Xelompok Jabetan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi. integrasi dan
sinkronisasi.

Kepala UPTD wajib mengkoordinasikan, memberikan mﬁningan dan petunjuk
pelaksanaan twgas serta pengendalian kepada para pelaksans,

Paragraf 2

Hubungan Kerja
Pasal 12

Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melzlui Sekretaris Dinas:

Kepala UPTD mendapatkan pembinaan teknis operasional dar kepala bidang
sesuai dengan bidang tugasnya.




(1)

(3}

{1}
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(1)

(2}

{3)

Paragraf 3
Felaporan
Pasal 13

Kepala UPTD walib memberikan laporan tentang pelaksanaan ugas pokok dan
fungsinya kepada Kepala Dinas;

Dalam penyampaikan laporan kepada atasan, tembusan [aporan wajib
disampaikan kepada satuan kerja perangkal daerah yang secara fungsional

mempunyai hubungan kerja,

Pengaturan mengenal jenis laporan dan tala cara penyampaiannya berpedoman
kepada ketentuan peraturan berlaku,

Paragraf 4
Hal Mewakili
Pasal 14

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub
Bagian Tata Usaha

Datam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaba berhalangan, maka Kepals UBTD
dapat diwakili oleh Kelompok Jabatar, Fungsional sesual dengan bidangnya,

BAB V|
KEPEGAWAIAN
Fasal 15

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan
aleh Bupati sesuai dengan peraturan penindang-undangan yang beraku;

Kepala UPTD wajib melaksanakan pembinaan pegawal Sesual peraturan
pafundang-undangan yang berlaku;

Ketentuan-ketentuan lain mengenal kepagawaian diatur berdasarkan peraturan
penundang-undangan yang berlaku,
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BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh
Kabupaten Bekasi.

BAB VIl
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUR
Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Ini sapanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebin lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Dengan berdakunya Peraturan inj segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan
atau bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaky lagi.

Pasal 19

Peraturan ini mulal berlaky Sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daarah Kabupaten Bakasi,

Ditetapkan di - Cikarang Pusat
pada tanggal : 5 Mal 2010

BUPATI BEKASI
tid
H. SA’'DUDDIN

Diundangkan di Cikzerang Pusat
pada tanggal 5 S=-2010
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